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Rape is an act committed by a man to force a woman to have sexual
intercourse outside of marriage. Rape is one of the most traumatic things for
women, especially children who are victims of rape. Rape of minors is a very
serious and detrimental form of crime, which has lasting psychological,
physical and social impacts on the victim and society in general. In many
countries, the rape of minors is often an undeniable problem in the realm of
law and humanity. In the Indonesian context, cases of rape of minors are
also an urgent issue that must be handled firmly by the legal system.
However, law enforcement in cases like this often faces various obstacles,
ranging from a lack of reports submitted by victims, to weaknesses in the
investigation, prosecution and trial processes. This research aims to conduct
a juridical analysis of law enforcement in cases of rape of minors in
Indonesia. By taking a juridical approach, this research will explore legal
aspects related to handling cases of rape of minors, including criminal
provisions, court procedures, and legal protection for child victims.
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1. PENDAHULUAN

Pemerkosaan adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh seorang laki-laki untuk memaksa seorang wanita

untuk bersetubuh di luar perkawinan. Pemerkosaan merupakan satu hal yang palingmenimbulkan traumatik bagi
perempuan terlebih seorang anak yang menjadi korban pemerkosaan.Anak adalah generasi penerus bangsa yang
seharusnya mereka harus dibina dan dibentuk potensi diri yang dimiliki oleh seorang anak dan kepribadian anak.
Dalam pembentukan potensi dan dan kepribadian anak maka perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan
sangat mempengaruhi anak. Perkembangan tersebut dapat memberikan dampak positif dan negative terhadap
perkembangan generasi anak tersebut

Pemerkosaan anak di bawah umur merupakan salah satu bentuk kejahatan yang sangat serius dan
merugikan, yang menimbulkan dampak psikologis, fisik, dan sosial yang berkepanjangan bagi korban dan
masyarakat pada umumnya. Di banyak negara, pemerkosaan anak di bawah umur seringkali menjadi masalah
yang tidak terbantahkan dalam ranah hukum dan kemanusiaan.

Maraknya aksi kekerasan yang akhir-akhir ini terjadi pada anak, baik berupa kekerasan fisik, psikis,
maupun seksual, tidak mendapatkan perlindungan hukum dan hak asasi manusia yang memadai sehingga anak
berulang kali menjadi korban. Sering terjadinya tindakan kriminal terhadap anak-anak di bawah umur yang dapat
berupa pemerkosaan maupun pencabulan bahkan tidak jarang korban yang rata-rata masih dibawah umur ini pun
dibunuh oleh para pelaku tersebut. Fenomena ini dapat merugikan anak karena dapat menimbulkan ganguan pada
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jiwa dan mental anak. Banyak pihak yang merasa prihatin dengan maraknya peristiwa kriminal terhadap anak
yang terjadi akhirakhir ini. Salah satu bentuk kekerasan yang terjadi justru dekat dan berada dalam komunitas
kecil anak yaitu pencabulan terhadap anak.

Dalam konteks Indonesia, kasus pemerkosaan anak di bawah umur juga merupakan isu yang mendesak
untuk ditangani secara tegas oleh sistem hukum. Namun, penegakan hukum dalam kasus semacam ini sering kali
menghadapi berbagai kendala, mulai dari kurangnya laporan yang diajukan oleh korban, hingga kelemahan dalam
proses penyelidikan, penuntutan, dan pengadilan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk melakukan
analisis yuridis terhadap penegakan hukum dalam kasus pemerkosaan anak di bawah umur di Indonesia. Dengan
mengambil pendekatan yuridis, penelitian ini akan mengeksplorasi aspek-aspek hukum yang terkait dengan
penanganan kasus-kasus pemerkosaan anak di bawah umur, termasuk ketentuan pidana, prosedur pengadilan, dan
perlindungan hukum bagi korban anak.

Melalui pemahaman yang lebih mendalam tentang tantangan dan hambatan yang dihadapi oleh sistem
hukum dalam menangani kasus-kasus pemerkosaan anak di bawah umur, diharapkan penelitian ini dapat
memberikan kontribusi dalam meningkatkan efektivitas penegakan hukum serta perlindungan terhadap hak-hak
anak di Indonesia.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengkaji tentang bagaimana kendala utama dalam penegakan hukum terhadap pelaku dan
perlindungan hukum bagi korban pemerkosaan dibawah umur. Pendekatan penelitian ini adalah menggunakan
pendekatan kualitatif. Jenis penelitian hukum yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif. Dalam
penelitian hukum yuridis normatif penelitian ini menggunakan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang
digunakan adalah studi dokumen atau studi kepustakaan yang meliputi buku-buku, peraturan perundang-
undangan, jurnal, dan artikel yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN
1) KENDALA UTAMA PENEGAKAN HUKUM di INDONESIA TERHADAP KASUS
PEMERKOSAAN ANAK di BAWAH UMUR

Kendal-kendala yang dihadapi anak sebagai korban pemerkosaan anak dibawah umur pada perkara ini ialah
sering kali malu untuk memberikan jawaban atau keterangan dipersidangan karena ditempat persidangan terdapat
orang lain, orang lain yang dimaksud adalah, keluarga korban, hakim, ataupun hakim laki — laki, hadirnya
terdakwa di ruang sidang, karena terdakwa dalam sidang juga perlu dihdirkan karena terdakwa juga mempunyai
hak berbicara untuk menanggapi kesaksian dari saksi. Trauma pada diri korban terhadap kejadian yang sudah
korban alami sehingga korban tidak biasa leluasa memberikan keterangan karena harus mengingat kembali
kejadian tersebut yang dapat membuat korban secara psikologis juga terganggu terdapatnya rasa emosional dari
orang tua korban kepada terdakwa atas tindakannya yang telah dilakukan kepada anaknya, sehingga memubuat
jalannya persidangan sedikit terhambat, tetapi dalam kejadian tersebut hakim biasanya menyebut hal yang lumrah
sehingga hakim menanggapi ini adalah hal yang otomatis timbul sebagai manusia atau hubungan ibu dengan
anaknya, orang tua mana yang tidak marah bahwa anaknya menjadi korban pemerkosaan dibawah umur.

Faktor hakim juga dapat mempengaruhi dari ketakutan korban dalam memberikan jawaban atau keterangan,
kerena tidak banyak atau sedikit hakim yang sering kali malah mencecar korban dengan pertanyaan — pertanyaan
yang sifatnya memembuat korban seolah — olah menyetujui perbuatan pemerkosaan tersebut. Dalam putusan,
hakim mendudukan diri harus imparsial tidak membeda — bedakan dan berdasarkan fakta hukum dan unsur dalam
persidangan selama persidangan berlangsung, unsur yang dimaksud ialah seperti redif atau pelaku melakukan hal
tersrbut bukan faktor ikut — ikut ajakan teman atau orang lain melainkan atas kesadarannya sendiri, sehingga
hakim tidak bisa memberikan putusan atau hukuman pidana dengan dasar kesamaan gender.

Dalam kasus pemerkosaan anak dibawah umur ini sudah beberapa kali sering terjadi kepada korban dan
adanya rasa malu dan takut korban untuk melapor sehingga menyulitkan pihak berwajib selaku melakukan
perlindungan yang paling awal untuk memberikan perlindungan terhadap korban secara utuh, banyaknya alasan
yang menjadi penyebab tidak dilaporkanya kasus pelecehan seksual terhadap anak kepada pihak berwenang ialah,
keluarga yang sering kali merasa malu dan beranggapan itu adalah aib, korban merasa malu sehingga apa yang
terjadi kepadanya tidak untuk diketahui orang lain, korban takut melapor karena adanya ancaman oleh pelaku
kepada korban.

Penegekan hukum yang diambil oleh hakim ialah melakukan peroses persidangan sesuai dengan KUHAP,
karena dalam perkara ini terdakwa adalah seseorang yang sudah dewasa dan dianggap cakap hukum, dalam
kendala korban yang sangat sulit memberikan keterangan hakim memustuskan untuk terdakwa sementara tidak
diperbolehkan dalam ruang sidang sampai korban selesai memberikan keterangan, sehingga dengan adanya
keputusan hakim tersebut korban lebih merasa tenang dan aman dalam memeberikan keterangannya. Solusi ini
diambil oleh hakim agar dapat mempengaruhi mental atau psikologis korban pelecehan seksual anak, hakim juga
mempunyai peran dalam mengatasi orang tua yang emosional saat dalam persidangan dengan memberikan
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edukasi hukum dalam perkara ini, setidaknya dengan edukasi yang diberikan hakim orang tua lebih mengerti
kondisi dan menghormati jalanya persidangan.

Hakim juga memiliki peran dalam mengontrol perasaan korban pemerkosaan anak dibawah umur, sehingga
anak tidak merasa ketakutan dan merasa aman sehingga korban dengan jelas dan detail menjelaskan apa yang
sudah dilakukan pelaku kepada korban pemerkosaan anak dibawah umur ini. Dalam hal lain hakim juga
menjelaskan solusi dalam beberapa perkara dengan model yang sama tetapi dengan pelaku dan korban yang
berbeda, sebagai salah satu pelaksana hukum yaitu hakim memiliki wewenang oleh undang — undang untuk
menerima, memeriksa serta memutus suatu perkara pidana, oleh karena itu hakim dalam menangani suatu perkara
harus berbuat adil.

Sebagai seorang hakim, dalam memberikan putusannya kemungkinan dipengaruhi oleh beberapa hal yang
ada pada dirinya karena pengaruh dari faktor agama, kebudayaan, pendidikan, nilai, norma, dan sebagainya
sehingga dimungkinkan adanya perbedaan cara pandang sehingga mempengaruhi pertimbangan dalam putusan,
itu juga dapat dibilang solusi hakim dalam menangani suatu perkara pemerkosaan anak dibawah umur.
Pertimbangan hakim juga dapat memengaruhi berat ataupun ringan suatu pemidanaan, karena sering kali
persoalan yang dilontarkan masyarakat adalah terlalu ringan pidana yang diberikan, jadi dengan ada keyakinan
hakim dalam memutuskan pemidanaan penting untuk diselidiki, tindak pidana pemerkosaan anak dibawah umur
ini harus mendapatkan perhatian yang khusus dari semua kalangan, terutama peran aktif dari kalangan penegak
hukum dan anak — anak muda yang aktif dalam sosialisasi mengenai anak.

Dengan adanya lembaga perlindungan anak sehingga dapat menanggulangi korban tindak pidana
pemerkosaan anak yang seperti gunung es, perlindungan anak yang dimaksud dapat atau bisa melindungi anak
korban, dalam perkara anak ada yang disebut pekerja sosial dari dinas sosial atau dari Lembaga Perlindungan
Khusus Anak (LPKA) dapat melakukan pendampingan terhadap korban, dimana jika korban memberikan
keterangan dibawah ancaman sehingga didampingi oleh petugas pekerja sosial, akan tetapi petugas ini tidak dapat
mempunyai hak suara hanya dapat melakukan pendampingan psikis atau trauma.

Menjatuhkan pidana kepada pelaku pemerkosaan anak dibawah umur tentu tidak lepas dari peran hakim,
jaksa, dan pihak kepolisian sebagai aparat guna menciptakan ketentraman hidup masyakarat. Pertimbangan yang
digunakan aparat penegak hukum untuk menyelesaikan suatu kasus kejahatan seksual seringkali bukan
bedasarkan kepentingan dan rasa keadilan korban, melainkan mengedepankan pertimbangan — pertimbangan
seperti, hanya alasan ketertiban umum, untuk mencegah rasa malu keluarga, pemuka agama, tokoh masyarakat
setempat, untuk mencegah adanya konflik yang meluas, sehingga dalam memberikan putusannya rasa keadilan
kepada korban sering kali tidak terpernuhi.

Sepatutnya aparat penegak hukum tidak lagi memberikan sanksi yang tidak bedasarkan alasan — alasan yang
tidak dilandasi dengan ideologi Pancasila dan bedasarkan peraturan perundang — undangan yang berlaku, sehingga
supremasi hukum benar — benar ditegakan dan terciptanya ketertiban hukum dalam masyarakat, sanksi diharapkan
memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana pemerkosaan anak dibawah umur sehingga tidak akan
mengulangi perbuatan tersebut dan mencegah orang lain agar tidak melakukan tindak pidana tersebut karena suatu
ancaman sanksi yang begitu berat. Hakim juga mempunyai hak Independ dalam memustuskan suatu perkara,
independ yang dimaksud ialah hakim melalui fakta — fakta persidangan dan keyakinan hakim tanpa adanya
pengaruh dari orang lain ketika menjauhkan hukum kepada para Terdakwa, sebagaimana suatu tindak pidana
harus mendapatkan hukum yang sepantasnya, pidana juga menjadikan hukuman atau obat paling terakhir dalam
memberi keadilan kepada korban, dan mencegah adanya tindak pidana lainya.

2) PERLINDUNGAN HUKUM di INDONESIA BAGI KORBAN PEMERKOSAAN DIBAWAH UMUR

DALAM HAL REHABILITASI DAN KOMPENSASI

Salah satu tindak kekerasan seksual yang paling banyak dialami oleh anak dan yang paling mengerikan
adalah perkosaan. Perkosaan diklasifikasi sebagai salah satu bentuk kejahatan di Indonesia bahkan didunia, dan
pelakunya diancam dengan sanksi pidana yang cukup berat. Perlindungan hukum bisa berarti perlindungan yang
diberikan terhadap hukum agar tidak ditafsirkan berbeda dan tidak cederai oleh aparat penegak hukum dan juga
bisa berarti perlindungan yang diberikan oleh hukum terhadap sesuatu. Perlindungan hukum juga dapat
menimbulkan pertanyaan yang kemudian meragukan keberadaan hukum. Hukum sejatinya harus memberikan
perlindungan terhadap semua pihak sesuai dengan status hukumnya karena setiap orang memiliki kedudukan yang
sama dihadapan hukum. Setiap aparat penegak hukum jelas wajib menegakkan hukum dan dengan berfungsinya
aturan hukum, maka secara tidak langsung pula hukum akan memberikan perlindungan terhadap setiap hubungan
hukum atau segala aspek dalam kehidupan masyarakat yang diatur oleh hukum itu sendiri.

Perlindungan terhadap korban tindak pidana perkosaan adalah suatu kegiatan pengembangan hak asasi
manusia dan kewajiban hak asasi manusia. Perhatian dan perlindungan terhadap korban tindak pidana perkosaan
harus diperhatikan karena mereka sangat peka terhadap berbagai macam ancaman gangguan mental, fisik, dan
sosial. Selain itu, kerap kali mereka tidak mempunyai kemampuan untuk memelihara, membela serta
mempertahankan dirinya.
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Implementasi perlindungan hukum bagi anak sebagai korban perkosaan ternyata belum maksimal
sebagaimana yang diberikan oleh undang-undang. Walaupun belum maksimal, namun ada beberapa bentuk
perlindungan hukum yang sudah diberikan kepada anak sebagai korban sesuai UU Nomor 23 Tahun 2002 pasal
64 ayat (3), bahwa anak sebagai korban mendapatkan (a) rehabilitasi baik dalam lembaga maupun luar lembaga,
(b) upaya perlindungan dan pemberitaan identitas melalui media massa untuk menghindari labelisasi, (c)
pemberian jaminan keselamatan bagi saksi korban dan saksi ahli baik fisik, mental, maupun sosial, dan (d)
pemberian aksebilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara. Bentuk perlindungan
hukum yang diberikan pada anak sebagai korban perkosaan selama ini yakni Pertama, sebelum persidangan ketika
korban menjalani proses penyidikan, anak korban dimintai keterangan oleh pihak kepolisian. Polisi yang
melakukan penyidikan terhadap mereka adalah polisi wanita unit PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak).
Dalam memberikan pertanyaan kepada korban, tidak bersifat memojokan korban. Kedua, dalam persidangan,
sidang tertutup untuk umum. Kemudian anak sebagai korban dilindungi dari berbagai ancaman maupun tekanan
dari pihak lain, misalkan pada saat sidang ketika anak korban memberikan keterangan atau kesaksiannya dan dia
takut pada pelaku, maka hakim dengan bijaksana untuk meminta pelaku untuk keluar dari ruang sidang. Anak
korban mempunyai hak untuk didampingi oleh orang tua/wali/psikolog selama persidangan. Dan korban tidak di
beri kesempatan untuk mengajukan gugatan ganti kerugian atas penderitaan yang dialami baik fisik dan mental.
Ketiga, setelah persidangan, setelah putusan korban dikembalikan pada orangtua tanpa ditehabilitasi.

Bentuk perkosaan tidak selalu persetubuhan, akan tetapi segala bentuk serangan atau pemaksaan yang
melibatkan alat kelamin”. Makna perkosaan yang korbannya anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2002 Tentang Perlindungan Anak yang dirumuskan pada Pasal 81, yaitu;

(1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak
melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima
belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000,.(tiga ratus juta rupiah)
dan paling sedikit Rp. 60.000.000,.(enam puluh juta rupiah).

(2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan
sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan
dengannya atau dengan orang lain.

Korban perkosaan khususnya anak merupakan salah satu korban kejahatan yang juga memerlukan
perlindungan hukum. Anak sebagai bagian dari generasi penerus cita-cita bangsa, memiliki peran strategis dalam
menjamin eksistensi bangsa dan negara dimasa yang akan datang. Agar mereka kelak mampu memikul
tanggungjawab itu, maka mereka perlu medapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang
secara optimal, baik fisik, mental, sosial maupun spiritual.

4. KESIMPULAN

Kesimpulan dalam penelitian Penegakan Hukum di Indonesia Terhadap Pemerkosaan anak dibawah melalui
pemahaman yang lebih mendalam tentang tantangan dan hambatan yang dihadapi oleh sistem hukum dalam
menangani kasus-kasus pemerkosaan anak di bawah umur, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi
dalam meningkatkan efektivitas penegakan hukum serta perlindungan terhadap hak-hak anak di Indonesia. Bentuk
perlindungan hukum yang sudah diberikan kepada anak sebagai korban sesuai UU Nomor 23 Tahun 2002 pasal
64 ayat (3).
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